
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 55 TAHUN 2021 

TENTANG 

~ UGAS DAN FUNGSI 
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, 

PE VIBERDAYAAN PEREMP AN DA PE L NDUNGAN ANAK 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT UHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan 
Da rah Nomor 7 Tahun 20 16 tentang Pembentu an dan 
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah eberapa 
kali, terakhir dengan Per turan D e a Ka bupa Ta ikmalaya 

omor 3 Tahun 202 1 tentang Peru bahan Kedua a a s Peraturan 
Daer h Kabu aten Tasikma a a Nomor 7 Ta n 2 16 tentang 
Pemb n ukan an Sus ill erangkat D erah dan Pasal 93 
Peraturan Bupati Ta ikmalaya Nom or 39 T hun 2 2 1 tentang 
Kedudukan, Susunan Organi asi, Tugas dan Fungsi erangkat 
Daerah, p rlu m en etapka n Pera u ran Bu pa i Ta,'ikmalaya 
ten tang Tuga s a n u ngsi Dinas Sosial, Penge d ali Penduduk, 
Kelu a ga Be en ca a , Pe berdayaan Peremp an dan 
Perlin dunga A ak; 

1. Un dan g- n ang om r 14 Tahun 1950 tentang embentukan 

Daerah-Dae ah Kabupaten Dalam Lingku n gan Propinsi Djawa 
Barat (Ber 'ta Negara Republi Indones 'a Tahun 1950), 
s bagaimana tela h diubah d enga Und ng-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentuka n Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupa n Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 



Menetapkan 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahu n 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pem erintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Repu b lik Indonesia Nomor 6402) ; 

4 . Peraturan Da erah Ka bu paten Ta sikmalaya Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Ka bupa en Tasikmalaya Tahun 
201 6 Nomor 1) ; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasi malaya Nomor 3 Tahun 
20 16 tenta g Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerin tahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Da rah a bupaten Ta sikmalaya Tahun 2016 

Nomor 3); 

6 . Pera tu ra n Daerah Kabupa ten Ta ikmalaya Nomor 7 
Tahun 2 16 tentang Pemben tu l an dan Susun an Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Tasikmalaya 
Ta hun 201 6 Nomor 7) sebagaim ana tela h diubah beberapa 
kali, terakhir den gan Peraturan Da erah Kabupaten 

Tasikmalaya Nom or 3 Tahun 202 1 tentan g Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 

Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembara n Da erah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS 
SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerin tah Daerah adalah Bupa ti se bagai un sur penyelenggara Pemerin tahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya. 

5. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempua n dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Tasikmalaya. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebu t UPTD adalah unit 
pelaksana teknis daerah Dinas Sosia l, Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 
Tasikmalaya . 

7. Kelompok Jabatan F ngsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawa b , wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri . 

BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesa tu 
Susun a n Organisasi 

Pa sa12 

Susunan organisasi Din a s Sosial, Pengen da lian Pen duduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak, terdiri ata s : 
a. Kepala; 
b. Sekretariat, terdir i ata s: 

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, 
terdiri atas: 
1. Seksi Penanganan Korban Bencana; 
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan 
3. Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 

d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial, terdiri atas: 
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan 

Pengemis; 
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pe1ayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; 

dan 
3. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan So sial. 

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas: 
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1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi, Penggerakan dan 
Pengolahan Data; 

2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; 
dan 

3. Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat. 
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 

1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; 
2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan 
3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Kepala 

Pa sa1 3 

(1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 huruf a mempunyai tugas pokok 
memimpin Dinas, menyelenggarakan perumusan ebijakan teknis, membina, 
mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas 
dan fungsi Dinas m eliputi urusan k esekretariatan, perlindungan, jaminan 
so sial dan penanganan korban b ncana, rehabilitasi sosial dan 
pendayagunaan potensi su mber kesejahteraan sosial, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana, pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak 
serta Unit Pelaksana Tek nis Daerah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tuga s pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perlindungan, j aminan sosial dan penanganan korban 

bencana dan data; 
b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pendayagunaan potensi sumber 

kesejahteraan sosial; 
c. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
d. Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
e. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan 
f. Pembinaan teknis pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok 

Jabatan Fungsional. 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan 

anggaran Dinas; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perlindungan, jaminan 

sosial dan penanganan korban bencana dan data; 
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial dan 

pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; 
d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk 

dan keluarga berencana; 
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e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak; 

f. Menyelenggarakan perlindungan, jaminan sosial dan penanganan korban 
bencana; 

g. Menyelenggarakan rehabilitasi so sial dan pendayagunaan potensi sumber 
kesejahteraan sosial; 

h. Menyelenggarakan pengelolaan data fakir miskin dan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial; 

1. Menyelenggarakan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

J . Menyelenggarakan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak; 

k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan; 
1. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan 

operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 2 
Sekretariat 

Pasa1 4 

(1) Sekretariat sebagaimana dimak sud dalam Pasa 2 huruf b mempunyai tugas 
pokok menyelenggara kan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan 
keuangan , umum dan k epegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di 
lingkungan Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pok ok sebagaimana dimak sud pada ayat (1) 
Sekretariat mem punyai fungsi: 

a. Penyelenggara an koordinasi peren can aan dan program Dinas; 
b. Penyelenggaraan pengkaj ian perencanaan dan program kesekretariatan; 

dan 
c. Penyelenggaraan pengelola an urusan keuanga n , kepegawaian dan umum. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok , Sekretariat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat; 
b. Menyelenggarakan pengkaj ian dan koordinasi perencanaan dan program 

Dinas; 
c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan; 
d. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja; 
e. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja; 
f. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
h. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
1. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian 

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan 
hubungan masyarakat; 

J. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit 
kerja di Dinas; 
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k. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja 
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan 
penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 

l. Menyelenggarakan pengelolaan naskah din as dan kearsipan; 
m. Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional; 
n. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat; 

instansi 
laporan 

o. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 

p. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
q. Menyelenggarakan tu gas kedinasan lainnya. 

(4) Sekretariat terdiri a tas: 
a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Su bbagian Keu angan. 

Pasa1 5 

(1) SUbbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelap ran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa l 4 ayat (4) h u ruf a, mem punyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan ba h an perencanaan, eval a si dan koordinasi pengukuran kinerja 
serta pelaporan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan ugas po_ ok seb agaim na imaksud pada ayat (1) Sub 
Bagian Perencan a a n , Eval asi dan Pelaporan mempu nyai rincian tugas 
meliputi: 

a. Melaksanakan pen suna n ba an peren ca aan, program, kegiatan, 
evalu asi, pelaporan d an a nggaran Din as; 

b. Melaksanaka n penyusunan a h an pengukuran kin erja Dinas dan tiap-tiap 
unit kerja di Dinas; 

c. Melaksanaka n penyia pan bahan koordin a si penyusunan kerangka acuan 
kerja; 

d. Melaksanakan penyusunan ba h a n koordina si dan evaluas i pelaksanaan 
teknis kegiatan tiap- tiap u ni kerj ; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan 
pelaporan dan eva luasi kinerja Dinas; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; dan 

g. Melaksanakan tugas kedinasan la innya. 

Pasal6 

(1) SUbbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan 
ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga 
serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan peren canaan dan kebijakan teknis 
lingkup SUbbagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana kantor; 

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan 
prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam; 

d. Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik Daerah; 
e . Melaksanakan pengelolaan arsip, penata a n doku m en, surat menyurat dan 

ekspedisi Dinas ; 
f. Melaksanakan u rusa n keprotokola n da n penyia pa n ra p a t ; 
g. Melaksan akan penyia pa n bahan pengaturan acara rapat dinas, 

keprotokolan dan hubunga n masyaraka t ; 
h. Melaksanakan penyusu nan bahan koordin asi pengelolaan naskah produk 

h u kum; 
1. Melaksanaka n koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar 

operas ion al p rosedur tiap-tiap unit kerja; 
J. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas; 
k. Mela k sanakan penyiapan bahan pembinaan dan d isiplin pegawai, 

peningkatan keseja h teraan pegawa i d an pengembangan kar ir pegawai; 
1. Melaksanakan koordinasi penyusu n an bahan pembinaan penilaian kinerja 

pegawa l; 
m. Mela ksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas; 
n. Melaksanakan penyusu nan bahan evalua s i dan pela poran hasil 

pelak sanaan tugas; dan 
o . Mela ksan akan tugas kedinasan lain nya. 

Pa sal 7 

(1) SUbbagia n Keuangan sebagaim a n a dim a k su d dalam Pa sa l 4 ayat (4) huruf c 
mempunyai tuga s pokok melaksan a kan pen gelolaan keuangan, 
penatausah aan keuanga n dan penyusu nan lapora n pertanggungjawaban 
keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tuga s pokok sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) 
Subbagian Keuangan m empunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis 

lingkup Subbagian Keu angan; 
b. Melaksanakan koordinasi penyusu nan dan penyiapan anggaran Dinas; 
c. Melaksanakan penatausahaan keua ngan Dinas; 
d. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang 

keuangan; 
e. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas; 
f. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan 

keuangan Dinas; 
g. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 
h . Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan; 
1. Melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana 

Teknis Daerah; 
J. Melaksanakan verifikasi keuangan; 
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k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 3 
Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana 

Pasal8 

(1) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penangan an Korban Bencana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 2 h u ruf c mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan peru musan kebija kan teknis perlin dungan, jaminan sosial 
dan pen anganan korban bencana meliputi perlindungan sosial korban 
ben cana, penanganan fakir miskin d an jaminan sosial, pengolahan data 
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. 

(2) Dalam rnenyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), 
Bidang Perlindungan, Jarninan So s ial dan Penanganan Korban Bencana 
mernpunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan penyusunan ba h an kebijakan teknis perlindungan, 

jamin a n so sial dan penanganan korba n bencana; 
b. Penyelenggaraan kebjakan teknis perlin dungan so sial korban bencana; 
c. Penyelenggaraan kebijakan teknis pen anganan korban bencana dan 

jamin an sosial; 
d. Penye1enggaraan pen gelolaan data penyanda ng rna salah kesejahteraan 

sosial; 
e. Penyelenggaraan pengelola an bantuan sosia l; dan 
f. Penyelenggaraan pembinaa n , fas ilitasi dan koordina si perlindungan, 

jamin a n so sial dan pena ngana n korban benca na. 

(3) Dalarn rne1aksanaka n tugas pokok, Bidang Perlin dungan , J arninan Sosial dan 
Penangan an Korban Bencana sebagaimana dimaksu d pa d a ayat (1) 

rnernpunya i rincian tu gas meliputi: 
a . Menyelenggarakan peru m usan kebijakan teknis dan rencana di lingkup 

Bidang Perlindu ngan, Jaminan Sosial dan Penan ganan Korba n Bencana; 
b. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis perlindungan sosial, 

jarninan sosial dan penanganan korban bencana ; 
c. Menyelenggarakan penge101aan bantuan korban bencana; 
d. Menyelenggarakan bantuan so sial ba gi korban bencana sosial; 
e. Menyelenggarakan penanganan korban bencana yang rneliputi bencana 

alam dan pembinaan sosial; 
f . Menyelenggarakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan penanganan 

korban bencana; 
g. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana 

penanggulangan bencana; 
h . Menyelenggarakan perurnusan kebijakan teknis penanganan fakir rniskin; 
1. Menyelenggarakan pernbinaan sosial dan keterarnpilan bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial; 
J. Menye1enggarakan penyusunan bahan fasilitasi bantuan modal usaha dan 

pengembangan untuk fakir miskin; 
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k. Menyelenggarakan penyusunan bahan usulan dan rehabilitasi rumah tidak 
layak huni dan perbaikan sarana lingkungan; 

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial 
ekonomi; 

ffi. Menyelenggarakan penyusunan bahan penanganan jaminan sosial; 
n. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan komunitas ad at 

terpencil; 
o. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang dan lembaga lain dalam 

pengumpulan dan penyusunan laporan data dan informasi; 
p. Menyelenggarakan analisis dan pengelolaan data pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial; 
q. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem data pemerlu 

pelayanan kesejahteraa n so sial; 
r. Menyelenggarakan pemantauan, evalu asi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Perlindungan, J a m inan So sial dan Penanganan Korban 
Bencana;dan 

s. Menyelen ggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, 
terdiri atas: 
a. Seksi Penanganan Korban Bencana; 
b . Seksi Perlindun gan dan Jaminan Sosial; dan 
c. Seksi Pengolahan Data Pem erlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. 

Pasal 9 

(1) Seksi Penan gan a n Korba n Bencana sebagaimana dim aksud dala m Pasal 8 ayat 
(4) huruf a m em punya i tuga s pokok m elaksanakan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis perlindu ngan sosial korban bencana dan 
penyiapan bah an kegiata n pengelolaa n dan penanga nan bantuan korban 
bencana dan bantuan sos ia l. 

(2) Dalam menyelengga raka n tugas pokok sebaga imana d imaksud pada ayat (1) 
Seksi Penangana n Korban Bencana m empunyai rincian tuga s meliputi: 
a. Melaksanakan penyusuna n bahan perencanaan lingkup Seksi Penanganan 

Korban Bencana ; 
b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data penanganan korban bencana; 
c. Melaksanakan pengelolaan bantuan korban bencana alam dan bencana 

sosial; 
d. Melaksanakan pengelolaan logistik bantuan tanggap darurat; 
e. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat korban bencana; 
f. Melaksanakan penanganan konflik sosial; 
g. Melaksanakan pengelolaan data korban bencana; 
h. Melaksanakan penytapan bahan pengadaan sarana dan prasarana 

penanggulangan bencana; 
1. Melaksanakan penanganan bantuan sosial bagi penyandang masalah 

kesejahteraan so sial; 
J. Melaksanakan penanganan orang terlantar ; 



10 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Penanganan Korban 
Bencana;dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 10 

(1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan 
pembinaan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin serta jaminan sosia1. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi: 

a . Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Perlindungan 
dan Jaminan Sosial; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan so sial dan keterampilan; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan modal usaha untuk fakir 

miskin; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi usulan dan rekomendasi bantuan 
rehabilitasi rumah tidak layak huni; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan perbaikan sarana lingkungan; 
f. Melaksanakan penytapan bahan pemberdayaan wanita rawan sosial 

ekonomi; 
g. Melaksanakan penYlapan bahan fasilitasi dan rekomendasi pemberian 

ja1il1inan sosial; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan komunitas adat terpencil; 
1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian penyaluran 

bantuan sosial; 
J. Melaksanakan analisis data kemiskinan sebagai bahan pembinaan, 

penanganan dan jaminan sosial; 
k. Melaksanakan verifikasi dan pemberian rekomendasi bantuan pelayanan 

penanganan kemiskinan pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perlindungan dan 
Jaminan Sosial; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 11 

(1) Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengumpulan, pencatatan, p engolahan dan penyimpanan data 
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi sumber kesejahteraan sosial 
dan data kemiskinan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai 

rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengolahan 

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; 
b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data pemerlu pelayanan 

kesejahteraan sosial; 
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c. Melaksanakan penyusunan bahan data dan informasi mengenai pemerlu 
pelayanan kesejahteraan sosial; 

d. Melaksanakan pembinaan teknis bagi pengelola data dan informasi pemerlu 
pelayanan kesejahteraan sosial; 

e. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi data 
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 

f. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosial; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan data dan 
informasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 

h. Melaksanakan prosedur penanganan dan pengaduan terkait usulan untuk 
dimasukan sebagai penerima manfaat program perlindungan sosial atau 
penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi melalui sistem layanan 
rujukan terpadu; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengolahan Data Pemerlu 
Pelayanan Kesejahteraan Sosial; dan 

J. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 4 
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber 

Kesejahteraan So sial 

Pasal 12 

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi dan 
pelaporan di bidang pelayanan dan rehabilitasi so sial dan pendayagunaan 
potensi sumber kesejahteraan meliputi rehabilitasi anak, lanjut usia, 
disabilitas, gelandangan, pengemls dan rehabilitasi pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosiallainnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial mempunyai fungsi : 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi so sial dan 
pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; 

b. Penyelenggaraan kerjasama, fasilitasi dan pelayanan rehabilitasi sosial; 
c. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan di bidang rehabilitasi sosial; 
d. Penyelenggaraan rekomendasi; 
e. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi sosial;dan 
f. Penyelenggaraan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan so sial. 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi Sosial dan 
Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan So sial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Rehabilitasi So sial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial; 
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b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi so sial dan 
pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial; 

c. Menyelenggarakan penyusunan bahan kerjasama pembinaan, pelayanan 
dan rehabilitasi sosial; 

d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi anak, 
lanjut usia terlantar, disabilitas gelandangan dan pengemis; 

e. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis rehabilitasi so sial 
pemerlu pelayanan kesejahteraan sosiallainnya; 

f. Menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi anak, lanjut usia terlantar, 
disabilitas, gelandangan dan pengemis; 

g. Menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi so sial pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosiallainnya; 

h. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga 
kesejahteraan so sial yang menangani rehabilitasi anak, lanjut usia 
terlantar, penyandang disabilitas, gelandangan dan pengemis; 

1. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan kepada lembaga 
kesejahteraan so sial yang menangani rehabilitasi so sial pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosiallainnya; 

J. Menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan dan pengembangan 
jaminan sosial bagi disabilitas; 

k. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi 1zm 
pengangkatan anak (adopsi); 

1. Menyelenggarakan pembinaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, 
pekerja so sial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial profesional, 
lembaga kesejahteraan sosial, keluarga pioner, wah ana kesejahteraan sosial 
berbasis masyarakat, wan ita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh 
sosial, penyuluh sosial masyarakat dan dunia usaha serta lembaga 
konsultasi kesejahteraan sosial; 

m. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan taruna siaga bencana; 
n. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan fasilitasi untuk 

penampungan sementara bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 
o . Menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga; 
p. Menyelenggarakan penanganan kasus yang menyangkut Kesejahteraan 

so sial oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari 
kementerian sosial; 

q. Menyelenggarakan penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas; 
r. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

lingkup Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber 
Kesejahteraan Sosial; dan 

s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Rehabilitasi So sial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial, terdiri atas: 
a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan 

Pengemis; 
b. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; 

dan 
c . Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan So sial. 
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Pasal 13 

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan 
Pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a mempunyai 
tugas pokok melaksanakan penYlapan bahan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia terlantar, disabilitas, 
gelandangan dan pengemis. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan 
Pengemis mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Rehabilitasi 
So sial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis; 

b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data rehabilitasi sosial anak, lanjut 
usia terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi izin pengangkatan anak 
(adopsi) melalui pengadilan; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi anak balita terlantar, anak 
terlantar, anak jalanan, anak korban tindak kekerasan, anak yang 
berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, 
anak dengan kedisabilitasan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan dan penanganan lanjut usia terlantar; 
f. Melaksanakan penanganan anak bermasalah sosial; 
g. Melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas; 
h. Melaksanakan pengadaan bantuan alat bantu fisik untuk penyandang 

disabilitas; 
1. Melaksanakan koordinasi dalam penanganan kasus penyandang masalah 

dan potensi sumber kesejahteraan sosial; 
J. Melaksanakan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan 
perlindungan khusus dan anak yang berhadapan dengan hukum; 

k. Melaksanakan penanganan kasus yang menyangkut kesejahteraan so sial 
oleh pekerja sosial yang ditunjuk sesuai dengan surat keputusan dari 
kementerian sosial; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rehabilitasi So sial Anak, 
Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal14 

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b mempunyai 
tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan 
pelaksanaan rehabilitasi tuna sosial, koban perdagangan orang (trafficking), 

dan rehabilitasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosiallainnya. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial 
Lainnya mempunyai rincian tugas meliputi: 
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a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Rehabilitasi 
Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; 

b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data tuna sosial, korban 
perdagangan orang dan sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial 
lainnya; 

c. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi so sial pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosiallainnya; 

d. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosiallainnya; 

e. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi so sial korban trafficking, pekerja 
migran bermasalah so sial dan rehabilitasi so sial pemerlu pelayanan 
kesejahteraan sosiallainnya; 

f. Melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi penyandang masalah 
kesejahteraan sosial bekas warga binaan lembaga permasyarakatan; 

g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Rehabilitasi Sosial 
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan 

h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal15 

(1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kepada tenaga 
kesejahteraan so sial kecamatan, pekerja sosial masyarakat, karang taruna, 
pekerja sosial profesional, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, 
keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, 
wanita kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, 
pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai kesetiakawanan 
sosial, rekomendasi perlZman undian berhadiah dan pengendalian 
pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan pengembangan lembaga 
kesejahteraan so sial dan partisipasi masyarakat maupun corporate social 
responsibility; 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi 
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas 
meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Pemberdayaan 

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial; 
b. Melaksanakan pengolahan dan analisis data pembinaan so sial potensi 

sumber kesejahteraan so sial dan kelembagaan sosial; 
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pembinaan kepada tenaga 

kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja so sial masyarakat, karang taruna, 
pekerja sosial profesional, taruna siaga bencana, lembaga kesejahteraan 
sosial, keluarga pioner, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis 
masyarakat, wan ita kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, penyuluh sosial 
masyarakat, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, perintis serta nilai-nilai 
kesetiakawanan sosial, rekomendasi perizinan undian berhadiah dan 
pengendalian pengumpulan uang atau barang serta pembinaan dan 
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pengembangan lembaga Sosial dan partisipasi masyarakat maupun 
corporate social responsibility; 

d. Melaksanakan penyiapaan bahan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, 
keperintisan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial; 

e. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi untuk kelengkapan 
akreditasi dan sertifikasi lembaga kesejahteraan sosial; 

f. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pembuatan/ perizinan 
operasionallembaga kesejahteraan so sial dan organisasi sosial; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan Lembaga 
kesejahteraan so sial dan pertisipasi masyarakat dan corporate social 
responsibility; 

h. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga konsultasi kesejahteraan 
keluarga; 

1. Melaksanakan pemberian pelayanan rekomendasi perizinan undian 
berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau barang; 

J . Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial; dan 

k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 5 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Pasal16 

(1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan pelaksanaan keluarga 
berencana. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi: 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

b. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dan fasilitasi bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

c. Penyelenggaraan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di 
wilayah kabupaten; 

d. Penyelenggaraan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan 
edukasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan 

e. Penyelenggaraan pendayagunaan sumber daya manUSla di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 
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b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; 

c. Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

d. Menyelenggarakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah 
Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; 

e. Menyelenggarakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk 
di wilayah kabupaten; 

f. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

g. Menyelenggarakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 
pendistribusian alat obat kontrasepsi di wilayah kabupaten; 

h. Menyelenggarakan penyiapan bahan pelayanan keluarga berencana di 
wilayah kabupaten; 

1. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kesertaan berkeluarga 
berencana di wilayah kabupaten; 

J. Menyelenggarakan penyiapan bahan advokasi, komunikasi, informasi dan 
edukasi pengedalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan 
budaya lokal; 

k. Menyelenggarakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh 
keluarga berencana atau petugas lapangan keluarga berencana; 

l. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan 

m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 

(4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas: 
a. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan 

Pengolahan Data; 
b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; 

dan 
c . Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat. 

Pasal 17 

(1) Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan 
Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pembimbingan serta pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan dan 
pengolahan data. 

(1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan 
Data mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah lingkup 

Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Penggerakan dan 
Pengolahan Data; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi kebijakan pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana bagi pemangku kepentingan di wilayah 
kabupaten; 
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c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penerapan kebijakan 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam bentuk program 
dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat secara langsung bagi 
masyarakat; 

d. Melaksanakan penyebarluasan informasi hasil pemetaan pengendalian 
penduduk (dinamika kependudukan) bagi pemangku kepentingan di 
kabupaten; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi hasil penelitian atau kajian 
pengendalian penduduk; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi 
di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan formulir 
pendataan keluarga dan pencatatan pelaporan program keluarga 
berencana; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan advokasi bidang pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana bagi pemangku kepentingan di kabupaten; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi, edukasi bidang 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana bagi mitra kerja dan 
masyarakat; 

J. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi, 
komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan dan pengolahan data; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Advokasi, Komunikasi, 
Informasi, Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal 18 

(1) Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penYlapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan, pembimbingan, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan 
keluarga berencana dan hak-hak reproduksi. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi 
mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Jaminan 
Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; 

b. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan 
pelayanan keluarga berencana dan hak-hak reproduksi; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan layanan distribusi alat dan 0 bat 
kontrasepsi dari gudang alat dan obat kontrasepsi ke seluruh fasilitas 
kesehatan yang bekerja sarna dengan sistem jaminan so sial nasional 
kesehatan dan teregistrasi badan koordinasi keluarga berencana nasional di 
cakupan wilayah kabupaten; 

d . Melaksanakan penyiapan bahan layanan dukungan penggerakan pelayanan 
keluarga berencana di seluruh cakupan wilayah kabupaten; 
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e. Melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga 
berencana atau petugas lapangan keluarga berencana di seluruh tingkatan 
wilayah cakupan kabupaten; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan reproduksi dan hak­
hak reproduksi; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan yang berkaitan dengan hak 
reproduksi dan masalah kesehatan reproduksi; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan promosi kesehatan reproduksi remaja 
termasuk pencegahan human immunodeficiency virus, acquired immuno 
deficiency syndrome, infeksi menular seksual dan bahaya narkotika, 
psikotropika dan zat aditif serta perlindungan hak-hak reproduksi; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengembangan jaringan 
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk 
pelayanan keluarga berencana di rumah sakit; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan prototype program keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi; 

k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Jaminan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan 

l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Pasal19 

(1) Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penYIapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
perencanaan, pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan pelaksanaan 
pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat 
mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Seksi Pembangunan 
Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
pembangunan keluarga dan pembinaan institusi masyarakat; 

c. Melaksanakan penYlapan bahan pembinaan dan pengembangan 
pembangunan keluarga dan institusi masyarakat; 

d. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi, koordinasi dan penyebarluasan 
informasi desain program dan kegiatan pembangunan keluarga bagi 
masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan 
penguatan pelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta 
JeJarmg program; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan sasaran pengembangan 
penguatan pelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta 
JeJarmg program; 



19 

g. Melaksanakan penYlapan bahan penetapan petunjuk teknis 
pendayagunaan atau pengembangan pedoman pemberdayaan institusi 
masyarakat perdesaan dalam program keluarga berencana; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pemberdayaan tenaga dan 
dukungan operasional institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan prototype program ketahanan dan 
pemberdayaan keluarga, dan penguatan pelembagaan keluarga kecil 
berkualitas; 

J . Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi 
program ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi program 
ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

1. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pembangunan Keluarga 
dan Pembinaan Institusi Masyarakat; dan 

m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Paragraf 6 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Pasa120 

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi pembinaan 
kelembagaan perempuan, pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, 
peningkatan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan 
khusus anak. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: 
a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan 

pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian 
tugas meliputi: 
a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak; 
d. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak; 
e. Menyelenggarakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; 
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f. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak; 

g. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 
lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 

h. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya. 
(4) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas: 

a. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender; 
b. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan 
c. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak. 

Pasa121 

(1) Seksi Kelembagaan Perempuan da n Pengarustamaan Gender sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok 
melaksa nakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perempuan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Kelembagaan Perem puan dan Pengaru stama a n Gender mempunyai 
rincian tugas m eliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kelembagaan 

Perem puan dan Pengarustamaan Ge der; 
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data kelembagaan 

perempuan; 
c. Melaksanakan penYIapan ba h an pembinaan teknis pelaksanaan 

pengarusutam aan gender; 
d. Melaksanaka n penyiapan bah an fasilitasi penguatan kelembagaan dan 

pengembangan meka nisme penganJsutamaa n gender pada lembaga 
pemerintah, pusa t stu di wanita, Ie mba "a pen litian dan pengembangan, 
lembaga n on pemerintah; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan koordin a si dan fa s ilitasi program dan 
kegiatan yang res pon sif gender; 

f. Melaksanakan penyiapan bahan pemantau an dan evaluasi pelaksanaan 
pengarusuta maan gen der; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengarusutamaan gender 
meliputi analisis gender, perencan aan anggaran yang responsif gender dan 
pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi 
pengarusutamaan gender; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan fa silitasi penyediaan data terpilah menurut 
jenis kelamin; 

1. Melaksanakan penYlapan 
organlsasl masyarakat 
pengarusutamaan gender; 

bahan fasilitasi penguatan 
dan dunia usaha untuk 

lembaga atau 
pelaksanaan 

J. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan 
jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan 
pengarusutamaan gender; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan penjabaran dan pelaksanaan kebijakan 
sistem informasi gender yang merujuk pada kebijakan nasional; 
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1. Me1aksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis pemanfaatan dan 
penyebarluasan sistem informasi gender; 

m. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan 
hasil pe1aksanaan pendataan sistem informasi gender; 

n. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kelembagaan Perempuan 
dan Pengarustamaan Gender; dan 

o. Melaksanakan tuga s kedinasan lainnya. 

Pasa122 

(1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b mempunyai tugas 
pokok me1aksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
pembinaan dalam peningkatan sumber daya dan peningkatan hak-hak 
perempuan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Seksi Perlindungan Peretnpuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga 
mempunyai rincian tugas meliputi: 

a. Melaksanakan penyusun an bahan perencanaan lingkup Seksi Perlindungan 
Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; 

b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan kualitas 
hidup perempua n yang lerkait dengan bidang politik, hukum, sosial dan 
ekonomi pada organi asi kemasyarakatan kabupaten; 

c. Melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian u paya peningkatan 
kualitas hidup perem puan dalam pelaksanaan kebijakan bidang politik, 
hukum, sosial dan ekonomi; 

d. Mela ksan a kan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas 
hidup perempuan dalam bidang polit ik, hukum, sosial dan ekonomi; 

e. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan perem puan bidang politik, 
hukum, sosial dan ekonomi pada organisa si kemasyarakatan tingkat 
Daerah kabupaten; 

f. Me1aksanakan koordina s i dan fasilitasi p elaksanaan pemberdayaan 
perempuan tingkat kabupaten dan lintas kecamatan dan desa; 

g. Melaksanakan penyiapan bahan penyelen ggaraan kebijakan perlindungan 
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan; 

h. Melaksanakan penyiapan baha n fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan perempuan terutama 
perlindungan terhadap kekerasan; 

1. Me1aksanakan penyiapan bahan penye1enggaraan kebijakan perlindungan 
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja 
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan 
di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana; 

J. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengintegrasian dan koordinasi 
pelaksanaan kebijakan terhadap perlindungan perempuan terutama 
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan 
lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan 
daerah yang terkena bencana; 
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k. Melaksanakan penYlapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan 
gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan supervlsl pelaksanaan 
gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; 

m. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perlindungan Perempuan 
dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan 

n. Melaksanakan tugas k edinasan lainnya. 

Pasal23 

(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf c mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pengawasan perlindungan ana k. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Seksi Pem enuhan Hak Anak d an Perlindu ngan Khusus Anak mempunyai 
rincian tugas meliputi : 
a. Melaksanakan penyusunan bahan perencana a n lingkup Seksi Pemenuhan 

Hak Anak dan Perlindungan Khusu s Anak; 
b. Melaksanakan penyiapan bah a n perumusan kebijakan teknis perlindungan 

ana k di Daerah; 
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data 

anak; 
d. Melaksanakan penympan ba han pembinaan 

pemenuhan h a k a nak ; 

tekn is pelaksanaan 

e . Melaksanakan penyia pan bahan fasilitasi lembaga masyarakat untuk 
mela ksanakan rekayasa sosial dalam m ewujudkan kesetaraan gender dan 
hak anak; 

f. Melaksanakan penyiapa n bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan 
pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup 

anak; 
g. Melaksanakan penyiapan baha n pengintegrasian hak-hak anak dalam 

kebijakan dan program pembangunan skala daerah; 
h. Melaksanakan penyiapan bahan sosialisa si terhadap perlindungan anak di 

sekolah-sekolah dan institusi pengelola anak dan keluarga; 
1. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dalam penanggulangan serta 

pencegahan kekerasan terhadap anak; 
J. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan pembinaan terhadap 

organisasi anak dan remaja; 
k. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemenuhan Hak Anak 
dan Perlindungan Khusus Anak; dan 

1. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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Paragraf 7 
Kelompok J a ba tan Fun gsiona l 

Pasa124 

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian danl atau keterampilan tertentu 
serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai 
kewenangannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok J a batan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada aya t (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja yang d ituangkan dalam Keputusan Bupati. 

(3) Jenis dan jenjang Kelompok J a batan Fungsional sebaga imana dimak sud pada 
aya t (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(4) Rin cian tugas Kelom pok Jabatan Fungsiona l diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undanga n . 

Paragraf 8 
Unit Pela ksana Teknis Daerah 

Pasa125 

Ketentua n lebih lanju t m en genai pembentu kan, susunan organisasi, tugas d a n 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah seba gaimana d im aksud dalam Pa sal 2 huruf 
h, diatur lebih la njut dengan Peraturan Bupati ter sen diri . 

BABIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa126 

Pada saat m u lai berla ku n ya Peratu ran Bupati mI, pejabat y a ng ada tetap 

menduduki j a ba tan nya dan m elaksan akan tugasnya sampai denga n 

ditetapkannya p ej abat yang baru berda sarkan Peraturan Bu pati in i. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa127 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini , maka : 
a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 84 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; dan 
b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masya rakat dan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak seba gaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tugas dan 
Fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tugas dan 
Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk; dan 
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d. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 88 Tahun 2020 tentang Tugas dan 
Fungsi Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa128 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Agustus 2021 

ASIKMALAYA, 


